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S : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
: , : Vo o NOMOR : 6 TAHUN 2010
* TENTANG

o - PAJAK PARKIR b

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;

. : : . WALIKOTA BUKITTINGGI, : ,
Menimbgng‘ .. a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009
; ey . : tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dareah, bahwa kebijakan
. : - pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,

Pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. '

_ 2 b. 'bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota
Lo~ : . . Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
- Penyelenggaraan Perparkiran, Penetapan pajak parkir diatur

. dengan Peraturan Daerah; ' : ’

Mengingat ¢ 1., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
: - Daerah Otonom Kota Besar Dalam . Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); ; .

2. Undang-Undang Nomor 8'Tah'un 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Neg,ara Nomor 3209); -

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

. Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

‘ Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

} el Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 3662),

A sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan

; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
‘Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684); = : .

Negara Nomor3686, sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran' Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor '3987);
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o

Undang-Undang ~ Nomor .28 .. Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3881y,

i Undahg—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 8. Undang—Undang .. Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
.- Nomor 4355); :

9. Undang-Undang" Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran

" Negara Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

: 10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
' Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11.Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421). :

-12.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Undang - Undang 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang -

Nomor 32 Tahun 2004 tentang . Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2008 Nomor
'“59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomor
4844); : :
13.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); '

15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,

- Tamibahan Lembaran Negara Nomor 3258);

16.Peraturan Pemerintah. Nomor' 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat: Dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Neégara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tenteng Pajak.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);.

Konsultasi lebih lanjut

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun .2005 ‘tentang
~Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia: Tahun. 2005 Nomor - 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578); :
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19.Peraturan . Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 2005 Nomor 165); :

20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,  Tambahan
Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Pemerintah

21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5161);

- 23.Peraturan  Presiden Nomor 36 "Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum 'sebagaimaan telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; :

24.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993
tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

25.Keputusan Menteri Dalam Negeri' Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997
tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan
Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; '

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Dacrah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengel_olaan Keuangan Daerah;

30.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi tahun 2000 Nomor 7);

31.Peraturan Derah Kota Bulittinggi Nomor 05 Tahun 2006
tentang  Sistim = Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);

32.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 -
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 (Lembaran Darah
Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08).

33.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03) ;
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‘34.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008
; tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

35.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008

- tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
tahun 2098 Nomor 8); ‘

36.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008
tentang’ Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2008 Nomor 12); :

37.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggraan Perparkiran
. (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 03).

. Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
e _ _ . WALIKOTA BUKITTINGGI
’ , e . MEMUTUSKAN :
' Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

: BAB'I1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi ;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan wurusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; :

3.  Pemerintah  Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah; :

4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi; ;

S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut

. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah;

6. Dinas/Satuan Unit Kerja Terkait adalah satuan‘kerja perangkat daerah (SKPD))
yang mengelola pajak parkir; '

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang
berlaku; _ . :

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan ,yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap
dan bentuk badan usaha lainnya; -

10.Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan ini.

eters”
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ll.gerculyelenggara Perpakiran adalah Pemerintah Daerah dan/atau bersama dengan

adan; S : 3 - - ' :

12.Tempat Parkir adalah tempat parkir diluaf badan jalan yang disediakan oleh
orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan’ dengan, pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usahd termasuk penyediaan tempat-

penitipan” Kendaraan ~bérmotor dengan garasi kendaraan bermotor yang
memungut bayaran; < -

- 13.Pajak Parkir yang selanjutiya disebut pajak. adalah fiigan wajib yang dilakukaf
of sedadely aga
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha
termasuk = penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran yang digunakan untuk membiayai

. penyelen_ggara'an Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;

14.Kendaran Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh
peralatan tekhnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
bergerak; i 4 : :

15.Gedung Parkir adalah fsuatu bangunan yang sebagian atau seluruhnya digunakary
Sebagai tempat parkirf = :

16.Pelataran parkir adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai

" tempat parkir; : . -' - ;

17.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

 imbalan atas jasa oleh penyelenggara tempat parkir; _ - e

18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat

! ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak terutang;

_-20.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajip Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang gterutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Walikota; ‘

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; ~ :

23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit.pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang;- . . j

24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

25.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda; '

26.Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak
dan biaya penagihan pajak; :

27.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan

- kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan

PeraturanPerundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah;
: ) - Halaman §
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» 28.Surat Keputusfén Keberatan adalah surat keputusan;«étas keberatan terhadap
- Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak; . :
29.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut
_ ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; :
30.Pemungutan adalah ‘suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
~kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran; ,
31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulikan,
mengolah, data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka
'melaksa_‘nak'an ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; :
- '32.Penyidik adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang undang untuk
- melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pajak parkir di Daerah. )
33.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
~ - Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti
5 tentang tin‘da.k_:pidana Pajak Parkir .- -
) 34.0bjek pajak adalah tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
. termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, yang dipungut bayaran.
35.Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
parkir. :

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
; - Pasal 2 ' .

(1) Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir
yang diselenggarakan oleh Badan dengan pembayarar. -

(2) Objek pajak adalah penyelenggarsan tempat parkir diluar badan jalan umum,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Parkir ini adalah :

i a. Rumah ibadah *
. g Kantor Pemenfntaha?
j ~ c. Bangunan sosial
d. Bangunan pendidikan, dan;
e. Lokasi suatu kegiatan tertentu, !

Sesuai dengan izin penyelenggaraan tempat parkir.
Pasal 3
Subjek  pajak dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan tempat parkir dengan memungut bayaran.
’ BAB III
PERIZINAN
Pasal 4

(1) Setiap penyelenggara perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor dalam Kota
Bukittinggi oleh orang pribadi atau Badan harus mendapatkan izin dari Walikota:
atau Pejabat lain yang ditunjuk: B

(2) Ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, diatur
dengan Peraturan Walikota.
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(2)

@)

(1)

(2)

Pasal 5

' (1) Wajib pajak parkir wajib memasang daftar tarif parkix; di tempat yang mudah

dilihat dan dibaca oleh umum. :
Setiap transaksi pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir dan penitipan
kend.araan wajib disertai tanda bukti pembayran baik berupa struk/kupon/karcis
parkir aau dokumen lain yang dipersamakan.

Bentuk struk/kupon/karcis parkir atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. :
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6
Dasar pengenaan pgjak adalah penyelenggaraan parkir dan ‘penitipan kendaraan
bermotor yang berasal dari pembayaran atau yang scharusnya dibayar untuk
pemakaian tempat pa.rlcir’sebaga.imana ditetapkan dalam harga tanda parkir.
Besarnya pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat
parkir yang disebut dengan Harga Tanda Parkir {HTPJ sebagaimana tersebut pada
ayat (1) di atas dietur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % dari harga tanda parkir (HTB).

(1)
()

~ sebagaimana dimaksud Pasal 6.

= e : BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

: d Pasal 8
Pajak parkir yang terutang dipungut di lokasi tempat parkir. :
Besarnya pajak parkir yang terutang dihitung dexigan mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan HTP

BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH v

Pasal 9

Masa Pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak parkir yang terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiai:an
pembayaran penggunaan fasilitas parkir dilakukan.

(1)

(2)

Pasal 11
Setiap wajib pajak mengisi SPPD dan /atau formulir lain yang disamakan dengan
itu. . ‘
SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan

. lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan lampiran-

(3

4)

(5

(6)

lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang

-ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.

Jumlah pajak yang terutang menurut SPPD yang disampaikan oleh wajib pajak

adalah jumlah pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini. '

Apabila kewajiban mengisi SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dipenuhi, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan

menerbitkan SKPD.'

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,

maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan

SKPD tanpa harus mengisi SPPD.

Bentuk, isi dan:tata cara pengisian SPPD ditetapkan der:igan Peraturan Walikota.
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(1)

@

BAB VII
TATA CARA PEN GHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK TERUTANG

: ; Pasal 12 _
Berdasarkan SPPD sebagaxmana dJmaksud pada Pasal 11 ayat (1), Walikota atau

: Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menrbitkan SKPD.

Apabﬂa SPPD sebagannana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan
sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan dxtaglh

: dengan menerbitkan STPD.

1)

(@)

3)

Pasal 13

Wajlb pajak yang membayar sendiri SPPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 éyat
(1) digunakan untuk menghitung, mcmperhxtungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang. :

Dalam jangka waktu 5 (hma) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:

a. SKPDKB; ..

b. SKPDKBT;

¢. SKFDN. :

SKPDKB sebagannana dJmaksud ayat (2) huruf a diterbitkan dalam hal :

a. Apablla berdasarkan . hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

4

(S)

(6)

(7)

. terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa

. bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPPD tidak disampaiakn dalam jangka waktu yang ditentukan dan

telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak. ,

c. Apabila kewajlba.n mengisi SPPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua- persen) sebulan terhitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan
data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajek yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kena:kan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pa_jak
tersebut.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) ﬁdak
dikenakan pada wajib pajak apbila melaporkan sendiri sebelum dilakukan
pemeriksaan. -

SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah paJak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit: pajak atau pajak tidak
terutang atau tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, tidak sepenuhnya dibayar dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD serta
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bungan 2% (dua persen) sebulan.
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- . BAB VIO
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
S Rn i ~ Pasal 14
Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib Pajak di kas umum daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

_diterimanya SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, :hasil
penerimaarn pajak harus disetor ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 x 24°
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotas - '
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan
‘dengan menggunakan SSPD. :
e Pasal 15

Pembayaran pajak harus dilakukan 's'ekaligus atau lunas.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan pada wajib
pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan. ‘ '

Angsuran pembayaran pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (2),
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang
bayar, . | . - -
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib
pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan

: setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2%

I (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

S

(1)

@

(1)

(2)

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara

‘pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 'dan
‘ayat (4), diatur Peraturan Walikota. ’ :

! Pasal 16
Setiap : pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jénis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran. ™

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 18

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa. - ' '
Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah
lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.
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s : Pasal 19
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
st;s__t_ldaI}. tan'gg’al_~Pc‘m!>eﬁtahuan Surat Paksa, Pejabat;:yang berwenang segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sesuai dengan peraturan dan
pcrup.dang undangan yang berlaku.
' ' : Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
setelah * lewat 10 ‘(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan

Ppenetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. :

. it - Pasal 21 ; .
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan

lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajalk.

Pasal 22

Bentuk, jenis, isi formulir dan tata cara yang dipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan pajak daerah dan sita pajak daerah diatur dengan Perturan Walikota.

i : . BABX ‘
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dépat memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. ’

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib

pajak dapat : .

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitan terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. Mengurangkan ataua menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan wajib pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi adminitrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis
oleh wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Jdan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus
memberikan keputusan. :

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
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(6)

(1),
'~ -yang ditunjuk atas suatu :

3 - TNARXT
TATA CARA ICEBERA_TAN BANDING
T g : Pasal 25 -
Wajib pajak berhak mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat 'lain

a. ‘SKPD;'_
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;

 d. SKPDLB;

‘e. SKPDN.

Permiohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

- SKPD,  SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak,

4

..

kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana vang ‘dimaksud pada
ayat (1) dan (2) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan. : !

Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling laraa 12 (dua
belas) bulan ‘sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan. ‘
Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada

-ayat (4), Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,

- permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(1)
(2)

membayar pajak.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban

Pasal 26
Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. '
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak. :

: ‘ Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

‘kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

)

(2)

3)

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
prajak kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya:

. a. Nama dan alamat wajib pajak;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas. ,
Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan
keputusan. :

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota
atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
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(4) Apabﬂa wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
~ pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi
s terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama. 2
: (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
- Membayar Kelébihan Pajak (SPMKP)
(6) Apabila - pengembahan kelebihan pembayaran pajak dilakuakn setelah lewat
' waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat lain
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
: keterlambatan pembayaran keleblhan pajak.
Pasal 29
Apa.blla kclcbxhan pembayaran pagak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
- pembayaran: : ) :

BAB X1V
KEDALUWARSA PENAGIHAN

: : Pasal 30 .

(1) Hak untuk melakukan penagxhah pajak kedaluwarsa Setelah melampaui jangka

2 waktu 5 (lima) tahun terhitung sajak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2)' Kedaluwarsa penagihan pajak scbagmmana dimaksud- pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
'b Ada surat pengakuan utang dari wajib pajak baik langsung maupun tidak

: langsung.

(3) Penerbitan Surat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak
menghentikan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan
Pasal 16.

: Pasal 31

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah daluwarsa, dapat dihapus.

(2) Walikota menetapkan keputusan piutang pajak yang sudah daluwarsa
sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 32

Dinas/Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Parkir adalah satuan kerja
peran'gkat daerah (SKPD)) yang mengelola pajak parkir. :

BAB XVI
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PEMBUKUAN

' ' Pasal 33
(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk

mengu_u kepatuhan waJ1b pajak dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah

ini.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi denagn sﬁrat
perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang
diperiksa

(3) Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubunagn dengan objek pajak
yang terutang;
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b. Memberikan kesempstan untuk - memasuki tempat atau ruangan yang
dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

. ¢ Memberikan keterangan yang diperlukan.

“@

5).

(2)

(3)

(D)

Wajib pajak yang omsetnya di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rﬁpiah) per
tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang
undangan yang berlaku. :

Pembukuan Sebagaimana. dimaksud dalam ayat (4) harus dilakukan secara terftib,

_teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 34

Dinas/Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas

- dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. )
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi D:acrah. : ' ' i

. “BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
: _ ~ Pasal 35 _ ;
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah

- -Kota Bukittinggi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

(2)

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daeah sebagaimana dimaksud
dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang: :

g Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan

- atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; i

b. {Mene]iti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah; .

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang p:c_rpajakaﬂ daerah; . :

e. M;la.kukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti prembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan buktitersebut; . : :

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di
bidang perpajakan daeah;

g Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; :

Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan yang lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hokum dan dapat
dipertanggungjawabkan. .

[
.
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{3) Penyldlk sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dxmulamya

)

2

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya ‘kepada penuntut umum
melalui Peny1d1k Pe_)abat Polisi Negara Republik Indonesm, sesuai ketentuan yang
diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana,

" BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Wajib pajak yang karean kealpaannya t\dak menyampaikan SPPD atau meng1s1
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana . denga.n pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak yang terutang.

Wajib pajak yang dengan sengaja tldak menyampaxkan SPPD atau mengisi dcngan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak bcpar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara

- paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak

; yang terutang.
3)

Wajib pajak yang tzdak melaksanakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh
lin;a juta) rupiah.

| Pasal 37

’I‘mdak pldana. sebagaxman dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (hma) tahun scjak saat terutangnya paj ak
_ atau berakhmnya masa pajak.

BAB XIX
KZTENTUAN PENUTUP

Pasal 38

' Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sehap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

D1tetapkan di: Buklttln ggi

HRY RUSLI, SH
da, NIP. 1957083019800310058

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKTTINGGI TAHUN 2010 NOMOR .....’é’.....
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 6 TAHUN 2010

 TENTANG
PAJAK PARKIR

: ‘Bah'Wa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang ‘_penting‘ guns membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan -

. Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tun 1997
 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pemerintah Kota Bulnttlnggl
perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah Kota Bukltt1ng;
tentang pajak daerah dengan Undang-Undang baru tersebut.

uehubungan dengan kal tersebut, maka penyelenggaraan tempat parklr

'di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang. disediakan
_berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
_termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi

kendaraan -bermotor yang mcmungut bayaran ditetapkan menjadi salah satu
jenis pajak daerah.

Bahwa 'untuk‘ melaksanakan maksud terseb.utm perlu mengatur dan
menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pajak Parkir.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 é/ d Pasal 38, Cukup jelas : : '
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